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	Jual beli merupakan salah satu cara agar masyarakat dapat memilki tanah dengan penguasaan fisik dan penguasaan yuridis dapat berpindah menjadi milik mereka. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian, proses balik nama berdasarkan transaksi di bawah tangan yang belum di daftarkan pembeli pada dasarnya tidak dapat langsung dilakukan karena tidak memenuhi ketentuan formil yang mensyaratkan adanya akta otentik dari PPAT sebagai dasar peralihan hak. Transaksi di bawah tangan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti perjanjian perdata, namun tidak serta merta menjadi dasar sah untuk balik nama sertifikat. Agar pembeli memperoleh legalitas dan kepastian hukum, diperlukan langkah-langkah lanjutan, seperti pembuatan akta jual beli resmi, pemenuhan persyaratan administratif, dan pendaftaran peralihan hak di kantor pertanahan. Serta kepastian hukum atas jual beli terhadap pembeli yang belum melakukan balik nama berdasarkan peralihan hak yang dibuat di bawah tangan menjadi lemah.

	
	Sale and purchase transactions serve as one of the legal mechanisms through which individuals may acquire land ownership. The research method employed is normative juridical. The findings of this study reveal that title transfer based on private transactions that have not been registered by the buyer cannot be directly executed, as it fails to meet the formal legal requirement of an authentic deed issued by a Land Deed Official (Pejabat Pembuat Akta Tanah, PPAT) as the legal basis for the transfer of land rights. Private agreements hold evidentiary value only as civil contracts and cannot independently serve as a valid legal basis for the transfer of land title in official land records. In order for the buyer to obtain legal recognition and certainty, further legal steps are required, including the preparation of an official sale and purchase deed, fulfillment of administrative requirements, and registration of the transfer of rights at the local land office. Consequently, legal certainty for buyers who have not yet conducted title transfer based on a private deed remains legally vulnerable.
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PENDAHULUAN         
Kegiatan perniagaan berkembang dengan pesat hingga mencapai tingkat frekuensi seperti yang kita hadapi sekarang. Meningkatnya tuntutan masyarakat akan kepastian hukum serta tuntutan pengembangan dunia usaha mendorong kebutuhan akan pelayanan dari pejabat umum dalam bidang pembuatan alat bukti guna menjamin kepastian hukum tersebut. Di zaman sekarang kebutuhan masyarakat selalu mengalami kemajuan yang relatif sangat tinggi. Kebutuhan akan tanah dan bangunan menjadi salah satu lahan bisnis atau usaha bagi masyarakat yang memiliki jasa pembangunan perumahan di tempat strategis yang dijual secara tunai (cash) ataupun melalui jasa kredit perbankan kepada masyarakat yang ingin membeli tanah dan bangunan.  Dalam hal ini ketersediaan tanah yang tetap dan kebutuhan akan tanah yang semakin meningkat karena pertumbuhan penduduk di Indonesia yang sangat tinggi membuat tidak seimbangnya persediaan tanah dengan kebutuhan tanah tersebut sehingga dapat memicu timbulnya berbagai macam permasalahan.  
Jual beli merupakan salah satu cara agar masyarakat dapat memiliki tanah dengan penguasaan fisik (de facto) dan penguasaan yuridis (de jure) dapat berpindah kepemilikannya menjadi milik mereka. Jual beli ialah suatu perjanjian timbal pencatatan kepemilikan dengan mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.  Suatu Perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada sorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena PPAT diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik dan akta lainnya. Perbuatan hukum jual beli tanah yaitu proses jual beli yang berakibat pengalihan hak atas kepemilikan tanah yang harus selalu diikuti dengan pembuatan akta otentik yang diperlukan sebagaimana telah diatur secara khusus mengenai hal tersebut. Akta otentik yang dimaksud dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yaitu PPAT, dimana dalam hal-hal tertentu melibatkan juga akta Notaris.  
Hingga dewasa kini, banyak masyarakat Indonesia yang masih melakukan praktek jual beli di bawah tangan, dimana transaksi jual beli bawah tangan tersebut antara pembeli dengan penjual atas pembelian tanah dan bangunan yang sudah lampau namun belum dilakukannya peralihan kepemilikan ke atas nama pembeli, tetapi penjual sudah tidak diketahui keberadaannya. Inilah yang menyulitkan pembeli untuk melakukan proses pencatatan kepemilikan tanah yang mengakibatkan pembeli menguasai tanah secara fisik (de facto) tetapi secara surat hak atas tanah (de jure) belum dilakukannya pencatatan peralihan kepemilikan ke atas nama pembeli.  Peneliti memiliki 3 contoh kasus untuk menerangkan terjadinya kasus tersebut sebagai berikut:
1. Putusan Pengadilan Negeri Terjadi Bale Bandung Nomor : 279/Pdt.G/2020/PN Blb, dalam kasus ini Ny. Ningrat Lily Yuliani sebagai Penggugat telah membeli sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli dibawah tangan Tanggal 10 Oktober 1985, ditambah dengan bukti fotokopi Sertipikat Hak Milik No.509/Kel. Cibabat, Gambar Situasi No. 960/1981, seluas 96 M². dari Tegugat, dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Jual Beli tersebut, dilakukan dengan cara perjanjian dibawah tangan, belum dituangkan dalam akta PPAT oleh karena Sertipikat Hak Milik No. 509/ Kel.Cibabat, masih dalam pengurusan oleh Tergugat dikarenakan hilang. 
2. Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor : 92/Pdt.P/2024/PN Pre, dimana penggugat bernama Sahri Banong selaku ahli waris dari Tajuddin P. mengajukan Permohonan Hak/Balik Nama atas tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak MIlik Nomor 113 atas nama Hadji Abdul Karim kepada Kantor Badan Pertahanan Nasional Kota Parepare berdasarkan transaksi pada tahun 1971 dengan bukti kwitansi pembayaran sekitar tahun 1971 yang belum dibalik nama. 
3. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 285/Pdt.G/2022/PN Pbr, dalam hal ini pada tanggal 25 Januari 2019 Penggugat telah membeli sebuah rumah dari Tergugat yang terletak Jl. Sukakarya perumahan asta karya 3 blok E No. 2 Kel. Tuah Karya Kec. Tuah madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau seluas 120 M2 yang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.6826/Tuah Karya atas nama Tergugat, Jual beli tersebut antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara dibawah tangan yakni hanya berdasarkan Perjanjian Jual beli dengan harga jual sebesar Rp.68.000.000,- (Enam puluh delapan juta) yang dibayarkan pada tanggal 25 Januari 2019 dari Penggugat kepada Tergugat.
Rumusan masalah yaitu bagaimana proses pendaftaran tanah dan pencatatan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dilakukan dibawah tangan atau tidak dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan bagaimanakah kepastian hukum atas akta jual beli yang belum dibalik nama keatas nama pihak pembeli berdasarkan akta dibawah tangan terlebih dahulu. Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan judul “Kepastian Hukum Atas Jual Beli Terhadap Pembeli Yang Belum Melakukan Balik Nama Berdasarkan Peralihan Hak Yang Dibuat Di Bawah Tangan”.
METODE  
Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Metode pengumpulan data pada penelitian ini digunakan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka dan sumber hukum lainnya yang relevan dalam penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian diklasifikasikan dan diseleksi agar tidak bertentangan satu sama lain. Teknik analisa bahan hukum digunakan dengan dua cara, yaitu melakukan interprestasi hukum dan konstruksi hukum.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Prosedur Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Transaksi Dibawah Tangan yang Tidak Dapat Didaftarkan Peralihan Haknya dan Harus Dilanjutkan Dengan Akta Jual Beli
Di Indonesia masih banyak masyarakat yang melakukan pembelian tanah telah membayar secara lunas namun menunda melakukan proses balik nama sertifikat hak atas tanah ke atas namanya. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum terkait kepastian dan perlindungan hukum bagi dirinya, khususnya jika terjadi sengketa atau peralihan hak ganda. Peralihan hak atas tanah terjadi pada saat hak atas tanah beralih dari pemilik sebelumnya ke pemilik baru sesuai dengan hukum yang berlaku. Ada dua metode untuk menjaga hak atas tanah, yaitu dengan cara beralih berdasarakan bukan kemauan sendiri atau dengan cara beralih dengan kemauan sendiri. Beralih berdasarkan bukan kemauan sendiri merujuk pada pengalihan kepemilikan tanah tanpa melalui tindakan hukum dari pemiliknya, seperti warisan atau hibah wasiat. Beralih dengan kemauan sendiri merupakan proses perpindahan hak milik tanah dengan tindakan hukum oleh pemiliknya, misalnya melalui transaksi jual beli atau lelang. Untuk hak atas tanah dialihkan dari penjual ke pembeli, diperlukan tindakan hukum lain, yakni transfer kepemilikan secara resmi (Balik Nama).
Pendaftaran tanah menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa : “Pendaftaran Tanah ialah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.
Berdasarkan rumusan pengertian dari pendaftaran tanah dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dapat disebutkan bahwa unsur-unsur dari pendaftaran tanah yaitu: 
1. Rangkaian kegiatan, bahwa kegiatan yang dilakukan dalam pendaftaran tanah ialah, kegiatan mengumpulkan baik data fisik, maupun data yuridis dari tanah.
2. Oleh pemerintah, bahwa dalam kegiatan pendaftaran tanah ini terdapat instansi khusus yang mempunyai wewenang dan berkompeten, Badan Pertanahan Nasional (BPN). 
3. Teratur dan terus menerus, bahwa proses pendaftaran tanah merupakan suatu kegiatan yang didasarkan dari peraturan perundang-undangan, dan kegiatan ini.
4. Dilakukan secara terus-menerus, tidak berhenti sampai dengan seseorang mendapatkan tanda bukti hak. Data tanah, bahwa hasil pertama dari proses pendaftaran tanah ialah, dihasilkannya data fisik dan data yuridis. Data fisik memuat data mengenai tanah, antara lain, lokasi, batas-batas, luas bangunan, serta tanaman yang ada di atasnya. Sedangkan data yuridis memuat data mengenai haknya, antara lain, hak apa, pemegang haknya, dan lain-lain. 
5. Wilayah, bisa merupakan wilayah kesatuan administrasi pendaftaran, yang meliputi seluruh wilayah Negara. 
6. Tanah-tanah tertentu, berkaitan dengan oyek dari pendaftaran tanah. 
7. Tanda bukti, adanya kepemilikan hak yang berupa sertipikat.
Pendaftaran tanah ialah suatu rangkaian kegiatan, yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharaannya (Harsono, 2013).
Berdasarkan pasal-pasal yang mengatur mengenai pendaftaran tanah dalam UUPA, maka dapat diketahui pengertian pendaftaran tanah ialah suatu kegiatan pendaftaran hak-hak atas tanah, pemberian surat hak atas tanah sebagai tanda pembuktian yang kuat untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah. Pendaftaran tanah ialah suatu rangkaian kegiatan, yang dilakukan oleh negara secara terus-menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharaannya atau pendaftaran tanah ialah suatu pendaftaran yang melalui suatu ketentuan yang sangat teliti dan terarah. (Dian Ekawati, 2022)
Proses peralihan hak atas tanah diperlukan untuk menentukan jenis peralihan hak atas tanah yang akan dilakukan, misalnya melalu jual beli, hibah, pewarisan, lelang, atau tukar menukar. Dari beberapa jenis peralihan ini akan menentukan prosedur dan dokumen yang dibutuhkan. Pemilik tanah harus menampilkan akta yang disusun oleh PPAT yang ditunjuk oleh Menteri Agraria/Kepala BPN pada saat melakukan pendaftaran pengalihan kepemilikan tanah. Hal ini sejalan dengan peraturan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 37 ayat (1) dan (2) serta Pasal 38 ayat (1) dan (2), yang membahas tentang kepemilikan atas tanah. Dengan adanya pendaftaran hak atas tanah, akan memberikan kepastian hukum mengenai proses jaminan hak atas tanah melalui jual beli, hibah, dan sebagainya. Selain itu, juga akan menerima dokumen yang menunjukkan hak yang sah dan kuat atas tanah yang disebut sebagai sertifikat hak atas tanah.  (Dian Ekawati, 2022) 
Setiap pemindahan kepemilikan mengharuskan penggunaan dokumen khusus. Beberapa dokumen yang sering diperlukan melakukan proses pendaftaran pengalihan kepemilikan sertifikat tanah ialah dokumen resmi yang menunjukkan kepemilikan sah atas sebidang tanah ditambah dengan dokumen identitas para pihak, antara lain:
1. Sertifikat;
2. Izin Mendirikan Bangungan;
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun berjalan;
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
5. Kartu Keluarga;
6. Buku Nikah/Penetapan Perceraian;
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Jika pemilik sertifikat telah meninggal dunia, maka para ahli waris yang berniat menjual sebidang tanah menambahkan dokumen berupa:
1. Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil);
2. Surat Pernyataan/Keterangan Ahli Waris yang dibuat di Kantor Desa/Kelurahan;
3. Akta Kelahiran.
Berkas tambahan untuk proses selanjutnya dilakukan pendaftaran tanah yaitu:
1. Surat permohonan balik nama yang telah ditandatangani pembeli;
2. Surat Kuasa dari pembeli kepada PPAT;
3. Surat Pernyataan dari pembeli;
4. Bukti lunas pembayaran PPh Final pengalihan tanah dan atau bangunan dan validasinya;
5. Bukti lunas pembayaran Bea Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan validasinya.
Setelah dilakukan pengumpulan fotocopy dan memperlihatkan asli dokumen – dokumen tersebut, akta peralihan hak disiapkan oleh PPAT sesuai dengan jenis peralihannya, seperti Akta Jual Beli atau Akta Hibah. Kemudian bukti pembayaran pajak terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) yang harus disetor oleh penjual dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang harus dibayar oleh pembeli. Selain itu, PPAT juga melakukan pengecekan sertifikat ke KANTAH ATR/BPN sebelum dilakukannya tanda tangan akta untuk mendapatkan informasi terkait sertifikat, baik terkait Hak Tanggungan, blokir, tumpang tindih, dll. 
Semua pihak yang terlibat harus menandatangani akta otentik ini di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mengkonfirmasi transfer kepemilikan. PPAT harus memastikan bahwa transaksi tersebut sah dan mematuhi semua peraturan hukum. Setelah akta peralihan hak dibuat, langkah berikutnya ialah:
1. Mendaftarkan peralihan tersebut ke Kantor Pertanahan, pemohon mengajukan pendaftaran dengan menyerahkan akta peralihan dan dokumen pendukung lainnya.
2. Verifikasi oleh Kantor Pertanahan, Kantor Pertanahan akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen serta memastikan tidak ada sengketa atau masalah hukum lainnya terkait tanah tersebut.
3. Pencatatan dan Penerbitan Sertifikat Baru: Jika semua persyaratan terpenuhi, Kantor Pertanahan akan mencatat peralihan hak dalam buku tanah dan menerbitkan sertifikat baru atas nama pemilik baru.
Selama proses ini, pajak dan biaya administrasi seperti Pajak Penghasilan (PPh), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan honorarium PPAT harus sudah terbayar. Pembayaran ini merupakan syarat untuk melanjutkan proses pendaftaran dan peralihan hak. Setelah proses pendaftaran dan pembayaran pajak selesai, sertifikat tanah baru akan diterbitkan dan diserahkan kepada pemilik baru. Pada titik ini, proses peralihan hak atas tanah dianggap selesai dan sah menurut hukum.
Proses Balik Nama atau peralihan hak atas tanah dapat dibedakan berdasarkan dua faktor utama, yaitu karena peristiwa hukum dan perbuatan hukum. Peralihan hak karena peristiwa hukum terjadi secara otomatis, tanpa adanya kesepakatan atau tindakan dari pemilik tanah, seperti dalam hal pewarisan, di mana hak atas tanah berpindah kepada ahli waris ketika pemilik tanah meninggal dunia. (Santoso, 2019)
Peralihan hak karena peristiwa hukum terjadi secara otomatis, seperti dalam hal pewarisan. Sementara itu, peralihan hak karena perbuatan hukum terjadi atas dasar tindakan yang disengaja oleh pemilik tanah untuk memindahkan haknya kepada pihak lain. Contoh peralihan hak karena perbuatan hukum mencakup jual beli, tukar-menukar, hibah, penyertaan sebagai modal dalam perusahaan, pemberian melalui wasiat, dan lelang. (Wildan, 2020)
Di Indonesia, perlindungan hak atas tanah bergantung pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa, transfer kepemilikan tanah dan rumah susun dapat dilakukan melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pengalihan hak lainnya, kecuali lelang harus ada akta dari PPAT yang sah sesuai peraturan yang berlaku.  (Wildan, 2020)
Transaksi jual beli tanah yang dilakukan tanpa melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), atau yang lazim disebut sebagai transaksi di bawah tangan, merupakan praktik yang masih banyak ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di daerah yang tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Dalam praktiknya, transaksi ini hanya dibuktikan dengan kwitansi, surat pernyataan jual beli bermaterai, atau perjanjian antara para pihak tanpa pengesahan dari PPAT. Meskipun sah menurut hukum perdata selama memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata, transaksi di bawah tangan ini tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk pendaftaran atau balik nama sertifikat hak atas tanah, karena tidak memenuhi ketentuan formal dari Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan pelaksananya. 
Proses balik nama berdasarkan transaksi jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan namun belum didaftarkan oleh pembeli merupakan permasalahan hukum yang kompleks karena menyangkut keabsahan peralihan hak dan perlindungan hukum terhadap para pihak. Secara normatif, menurut Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan kemudian didaftarkan ke kantor pertanahan agar dapat dibaliknamakan secara resmi dalam sertifikat.
Namun dalam praktik, banyak terjadi transaksi jual beli tanah yang dilakukan secara di bawah tangan tanpa melibatkan PPAT dan tanpa pencatatan ke kantor pertanahan. Akibatnya, meskipun pembeli telah menguasai fisik tanah, secara hukum belum terjadi peralihan hak karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, pembeli harus mengupayakan legalisasi transaksi tersebut melalui beberapa tahapan, yaitu:
1. Membuat akta jual beli baru di hadapan PPAT berdasarkan kesepakatan para pihak, atau jika penjual sudah meninggal dunia, melalui ahli warisnya.
2. Mengurus kelengkapan dokumen, seperti identitas para pihak, sertifikat tanah, bukti pelunasan PPh dan BPHTB, serta surat keterangan tidak sengketa dari kelurahan/kepala desa.
3. Melakukan pendaftaran peralihan hak ke kantor pertanahan agar sertifikat tanah dapat dibaliknamakan atas nama pembeli.
Secara hukum, selama transaksi di bawah tangan tersebut tidak dibatalkan atau dibuktikan sebagai perbuatan melawan hukum, pembeli masih memiliki peluang untuk memperoleh pengakuan hak melalui mekanisme pembuktian di pengadilan atau permohonan balik nama dengan dukungan dokumen yang kuat. 
Menurut penulis, karena tidak dilakukannya pencatatan peralihan hak di kantor pertanahan, pembeli tidak memiliki kekuatan hukum penuh sebagai pemegang hak, dan oleh karena itu berisiko kehilangan hak atas tanah tersebut jika ada pihak ketiga yang mendaftarkan lebih dahulu dengan alas hak yang sah secara formil. Oleh karena itu, dari perspektif hukum pertanahan Indonesia yang menganut sistem publikasi negatif yang bertendensi positif, proses balik nama dari transaksi di bawah tangan harus melalui penyesuaian dengan syarat formil peraturan yang berlaku, agar memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pembeli.
Pelaksanaan jual beli tanah berdasarkan dokumen di bawah tangan merupakan bentuk perjanjian perdata antara penjual dan pembeli yang dilakukan tanpa melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan tanpa pencatatan resmi di Kantor Pertanahan. Dalam konteks hukum perdata, jual beli semacam ini sah apabila memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yang mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan causa yang halal. Namun demikian, dari sisi hukum pertanahan, pelaksanaan jual beli berdasarkan dokumen di bawah tangan tidak dapat dijadikan dasar yang sah untuk melakukan balik nama atau peralihan hak atas tanah.
Sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, setiap peralihan hak atas tanah karena jual beli harus dibuktikan dengan akta otentik yang dibuat oleh PPAT. Tanpa akta tersebut, peralihan hak tidak dapat didaftarkan dan karenanya tidak diakui secara hukum dalam sistem pertanahan nasional. Hal ini berarti, meskipun pembeli telah menguasai tanah secara fisik dan memiliki dokumen di bawah tangan, status kepemilikannya tetap belum kuat secara hukum.
Selain itu, sistem pertanahan Indonesia menganut prinsip publikasi negatif yang bertendensi positif, dimana sertifikat tanah dianggap sebagai alat bukti yang kuat mengenai siapa pemegang hak, selama tidak ada bukti lain yang membatalkannya melalui putusan pengadilan. Oleh sebab itu, transaksi di bawah tangan berisiko menimbulkan konflik hukum, terutama jika tanah yang diperjualbelikan dijual kembali oleh pemilik sertifikat kepada pihak lain, diwariskan, atau menjadi objek sengketa.
Untuk memperoleh kekuatan hukum yang sah, pelaksanaan jual beli berdasarkan dokumen di bawah tangan harus disempurnakan melalui pembuatan akta jual beli di hadapan PPAT dan didaftarkan ke KANTAH ATR/BPN. Dalam kondisi di mana penjual tidak dapat lagi hadir (misalnya karena meninggal dunia), pembeli dapat menempuh langkah hukum seperti permohonan pengesahan perjanjian di pengadilan ataupun penetapan status hukum orang yang telah hilang / meninggal dunia / yang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (afwezigheid). Dengan berdasarkan putusan pengadilan tersebut, pembeli dapat menghadap PPAT untuk dilanjutkan proses balik nama terhadap sertipikatnya yang belum di balik nama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Analisa Kepastian Hukum Atas Jual Beli Terhadap Pembeli Yang Belum Melakukan Balik Nama Berdasarkan Peralihan Hak yang Dibuat Di Bawah Tangan
Persoalan utama dalam jual beli yang dilakukan di bawah tangan dan belum dilakukan balik nama ialah tidak adanya kekuatan pembuktian administratif yang kuat. Hal ini berdampak pada posisi hukum pembeli yang menjadi lemah karena hak atas tanah tersebut belum diakui secara resmi dalam sistem pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sertifikat tanah masih atas nama penjual, sehingga dalam pandangan hukum administrasi pertanahan, pembeli bukanlah pemegang hak yang sah meskipun ia menguasai fisik tanah tersebut. Kepastian hukum terhadap pembeli dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu:
1. Aspek Perdata: perjanjian sah, tapi lemah pembuktian
Dalam aspek hukum perdata, jual beli yang dilakukan di bawah tangan tetap sah secara hukum jika memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Kesepakatan jual beli antara penjual dan pembeli secara sukarela dan tanpa paksaan tetap mengikat secara hukum sebagai perjanjian. Namun, karena tidak dibuat dalam bentuk akta otentik, maka kekuatan pembuktiannya terbatas (hanya sebagai bukti permulaan) dan tidak dapat dijadikan dasar untuk pendaftaran atau peralihan hak di Kantor Pertanahan.
2. Aspek Administratif : tidak diakui sebagai pemilik hak
Dalam perspektif hukum administrasi pertanahan, pembeli yang belum melakukan balik nama dan tidak memiliki akta PPAT tidak dianggap sebagai pemegang hak atas tanah secara resmi. Sertifikat masih atas nama penjual, sehingga dalam sistem pertanahan nasional, penjual tetap dianggap sebagai pemilik yang sah.
3. Risiko Hukum yang Dihadapi Pembeli
Pembeli berada dalam posisi yang lemah jika terjadi hal-hal sebagai berikut :
a. Penjual meninggal dan ahli waris tidak mengakui transaksi jual beli tersebut.
b. Terjadi klaim atau gugatan dari pihak ketiga atas tanah tersebut.
c. Tanah dijadikan jaminan utang atau dijual kembali oleh penjual kepada pihak lain.
Upaya meningkatkan kepastian hukum bagi pembeli dapat melakukan:
	Membuat Akta Jual Beli Resmi di Hadapan PPAT
Jika penjual masih hidup dan bersedia, pembeli dapat meminta agar dilakukan legalisasi transaksi dalam bentuk Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT. Setelah akta dibuat, proses balik nama ke Kantor Pertanahan dapat dilakukan, sehingga pembeli memperoleh sertifikat atas namanya secara sah.
4. Jika Penjual Telah Meninggal Dunia
Pembeli harus mendapatkan persetujuan tertulis dari seluruh ahli waris penjual. Jika para ahli waris setuju, maka akta jual beli dapat dibuat di PPAT dan digunakan sebagai dasar balik nama.
5. Mengajukan Gugatan ke Pengadilan
Jika terdapat penolakan dari ahli waris atau pihak lain, pembeli dapat menempuh jalur litigasi untuk memperoleh putusan pengadilan yang menyatakan bahwa dirinya ialah pemilik sah atas tanah. Putusan ini dapat digunakan untuk proses balik nama ke BPN.
6. Pengajuan Pendaftaran Tanah Berdasarkan Penguasaan (Jika Belum Bersertifikat)
Jika tanah yang dibeli merupakan tanah non-sertifikat (misalnya tanah girik), dan pembeli telah menguasai secara nyata selama bertahun-tahun, maka ia dapat mengajukan permohonan pendaftaran tanah pertama kali ke BPN dengan dasar penguasaan fisik dan keterangan dari perangkat desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Menurut penulis, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli di bawah tangan ialah sah secara perdata, namun tidak dapat memberikan kepastian hukum yang maksimal bagi pembeli, terutama dari segi pendaftaran dan perlindungan administratif. Kepastian hukum yang dijamin oleh negara melalui sistem pendaftaran tanah hanya diberikan kepada pihak yang namanya tercatat dalam buku tanah dan sertifikat. Oleh karena itu, meskipun transaksi telah terjadi dan pembeli telah menguasai tanah, selama belum dilakukan balik nama melalui prosedur formal, maka hak pembeli belum sempurna secara hukum. Kondisi ini menggambarkan bahwa kepastian hukum dalam jual beli tanah tidak hanya ditentukan oleh adanya perjanjian, tetapi juga oleh pemenuhan aspek administrasi pertanahan, yaitu melalui pendaftaran dan balik nama hak atas tanah. Ketidakpastian hukum ini dapat mengakibatkan timbulnya konflik agraria dan sengketa kepemilikan di kemudian hari.
Jual beli tanah yang dilakukan secara di bawah tangan dan belum dilakukan balik nama ke atas nama pembeli menimbulkan posisi hukum yang lemah bagi pembeli, baik dari aspek perlindungan hukum, pembuktian, maupun kepastian kepemilikan. Oleh karena itu, untuk mencapai kepastian hukum sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 19 UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pembeli sebaiknya segera mengupayakan legalisasi peralihan hak melalui PPAT dan mengajukan permohonan balik nama di Kantor Pertanahan.
Demi terciptanya kepastian hukum, maka pelaksanaan pendaftaran tanah merupakan keharusan yang tidak boleh dikesampingkan. Boedi Harsono menyebutkan pengertian pendaftaran tanah dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 1 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yaitu suatu rangkaian kegiatan menunjukkan adanya berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah yang saling berkaitan satu dengan yang lain menjadi satu rangkaian yang bermuara pada tersedianya data yang diperlukan dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan bagi rakyat, kemudian kata terus-menerus menunjukkan adanya suatu kegiatan yang dimulai tanpa ada akhirnya, dan kata teratur menunjukkan adanya kegiatan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang sesuai mengingat hasilnya menggambarkan kekuatan pembuktian hukum.  (Harsono, 2013)
Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatanya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapanya.
Berdasarkan penjelasan diatas, proses dituangkan dalam akta otentik dan dilanjutkan dengan proses balik nama penting untuk menjamin kepastian hukum. Tanpa keduanya, pembeli rentan terhadap sengketa dan kehilangan haknya. Kepastian hukum atas jual beli terhadap pembeli yang belum melakukan balik nama berdasarkan peralihan hak yang dibuat di bawah tangan menjadi lemah, karena perjanjian jual beli tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mensyaratkan akta otentik dari PPAT sebagai dasar perubahan data hak dalam sertifikat oleh karena itu, meskipun transaksi secara keperdataan sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata, namun tanpa balik nama secara resmi, pembeli tidak memperoleh perlindungan hukum penuh, baik terhadap pihak ketiga maupun dalam hal pembuktian hak di hadapan hukum, sehingga untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah, diperlukan legalisasi melalui akta PPAT dan pendaftaran perubahan hak di Kantor Pertanahan. Hal ini sejalan dengan teori kepastian hukum. Achmad Ali menyebutkan kepastian hukum ialah kepastian tentang hukum itu sendiri. Empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum : Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia ialah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim seperti “kemauan baik”, “kesopanan”. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemakaman, disamping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah. (Ramanda, 2014) Teori kepastian hukum dapat digunakan untuk mengetahui dengan tepat aturan apa yang berlaku dan apa yang dikehendaki dari pada hukum itu sendiri. Teori ini sangat menentukan eksistensi hukum sebagai pedoman tingkah laku di dalam masyarakat. Hukum harus memberikan jaminan kepastian tentang aturan hukum. (Sidharta, 2000)
Dalam praktek, pembeli dapat melaksanakan pembuatan Akta PPJB terlebih dahulu dengan ditambahkan dengan Akta Kuasa Untuk Menjual (biasa disebut dengan Kuasa Jual) bilamana mengalami kendala untuk melaksanakan AJB dan dilanjutkan BN. PPJB dan Kuasa Jual dapat memberikan kepastian hukum selama penerima kuasa/pembeli masih hidup. Kelebihan PPJB dan Kuasa Jual ialah biaya yang dikeluarkan pembeli relatif lebih murah dibandingkan AJB dan BN, namun untuk proses tetap harus dilanjutkan dengan AJB dan BN apabila pembeli ada kesempatan untuk melaksanakannya karena dengan BN pembeli mendapatkan hak mutlak dalam sertifikat. Adapun kekurangan PPJB dan Kuasa Jual yaitu apabila pembeli atau penerima Kuasa Jual telah tutup usia akan menyulitkan ahli waris dari pembeli untuk mencari penjual kembali untuk tanda tangan ulang Akta, baik AJB dan BN langsung maupun PPJB dan Kuasa Jual kembali. 
Menurut penulis, pelaksanaan jual beli berdasarkan transaksi di bawah tangan bukanlah bentuk peralihan hak yang sempurna dan tidak memberikan kepastian hukum yang memadai bagi pembeli, kecuali apabila telah disempurnakan sesuai prosedur formil yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kepatuhan terhadap tata cara hukum peralihan hak atas tanah menjadi hal yang esensial untuk mewujudkan kepastian hukum, perlindungan kepemilikan, dan tertib administrasi pertanahan.
SIMPULAN
Berdasarkan uraian diatas, maka penarikan kesimpulannya adalah sebagai berikut: 1) Proses balik nama berdasarkan transaksi di bawah tangan yang belum di daftarkan pembeli pada dasarnya tidak dapat langsung dilakukan karena tidak memenuhi ketentuan formil yang mensyaratkan adanya akta otentik dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai dasar peralihan hak. Transaksi di bawah tangan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti perjanjian perdata, namun tidak serta merta menjadi dasar sah untuk balik nama sertifikat. 2) Kepastian hukum atas jual beli terhadap pembeli yang belum melakukan balik nama berdasarkan peralihan hak yang dibuat di bawah tangan menjadi lemah, karena perjanjian jual beli tersebut tidak memenuhi syarat formil yang mensyaratkan akta otentik dari PPAT sebagai dasar perubahan data hak dalam sertifikat oleh karena itu, meskipun transaksi secara keperdataan sah, namun tanpa balik nama secara resmi, pembeli tidak memperoleh kepastian hukum penuh.
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut: 1) Penulis menyarankan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya pembuatan akta otentik melalui PPAT dan kewajiban balik nama dalam setiap peralihan hak atas tanah, serta memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap praktik jual beli di bawah tangan agar tercipta kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak sesuai prinsip-prinsip hukum agraria nasional. 2) Penulis menyarankan untuk masyarakat yang memperoleh tanah dan bangunan melalui transaksi di bawah tangan segera melakukan legalisasi perjanjian jual beli melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan melanjutkannya dengan proses balik nama di kantor pertanahan, guna memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas hak kepemilikan tanahnya.
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